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DESA PATTONGKO, KECAMATAN SINJAI TENGAH

L AYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAL

membenkan kepastion hukum kepada penyclenggara Pendidikon
pendidikan kepada Masyarakal periu

bahwa dalam rangka
Anak Usia Dinl (PAUD) dalam membernkan layanan ypada
diterbitkan lzin Pondirian dan Penyelenggaraan Pondidikan Anak Usia Dini (PAUD)
usan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
ng perpanjangan izin Operasionnl

b. berdasarkan  Kepul
Kabupaten Sinjai Nomor 05097/37/03BPMPP/2016 tentn
Taman Kanak-Kanak IDHATA BONTONA BULOE tolah habis masa berakunys sejak
Peonyelenggaraan Pandidikan Anek

tanggal 20 Apnl 2023, sehingga perlu di teritkan Izin
Usia Dinl (PAUD) yang baru,
sbagaimana dimaksud hurut & dan huruf b dipandang
NModal dan Pelayanan

| Penyelenggaraan Pendidikan
BONTONA BULOE® Desa

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PE

Menimbang a

peru ditetapk
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjal tentang |zin Operasiona

Anak Usia Dini (PAUD) "TAMAN KANAK-KANAK 1DHATA
Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah;

. 1.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pambentukan Daerah Tingkat |l di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822); \

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik ‘

Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Mengingat

3.
Negara Republik Indonesia Tahun
Indonesia Nomor 4846),
4.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Tambahan Lembaran Negara Republik

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,

Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembeniukan Peraturan Perundang-
82, Tambahan

5.
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran

7.
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 N 292, Tamba
o it omor han Lembaran Negara Republik
ang — Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Un Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik h\dord\::i.; Tahun
2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Z-mm 'r:omot 1; Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ambahan
g m Ragublik Indonesia Nomor 5157); 36 it
. ran Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
2 1o 505 g o AR Lo oy el s T
Let Indonesia Nomor ;
11. Peraturan Pemeriniah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
meemblik ' Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negar
ndonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Remw:

Indonesia  Nomor 5670);
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A S L I "‘ Peraturan Menterl Datam Nogeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisas! dan
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Fala Kera Unit Palayanaan Perizinan Terpado di Daorab; E
Peraturan Menteri Pendidikan don Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendiran

Satuan Pendidikan Anak Usia Dinl (Berita Negara Rapublik Indonesia Tahun 2014 Nomoar

1279);
Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daoerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggarann

14,
5 017
Pelayanan Tempady Satu Pintu Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2

Nomor 1956);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lombsvt::
Daerah Kabupalen Sinjai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupa!

Sinjal :
o el 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 201
Daerah Kabupaten Sinjal (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomar 93);

18. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pe:‘yolengzg;;aan Pelayanan
erpa h Kabupaten Sinjal Tahun 2018 Nomor .

p i iy Mo i 3 Kewenangan Perizinan dan Non

19. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 50 Tahun 2019 tentang L
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjal Tahun 2018 Nomor 10);
Memperhatikan : 1. Permohonan Kepala Sekolah TK IDHATA BONTONA BULOE Nomor.: 011/T K-IDTl
BB/IV/2023 tanggal 10 Mei 2023 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasiona

Penyelenggaraan,
2. Akta Notaris Nomor : 10 Tanggal 08 Agustus 2016 Tentang TAMAN KANAK-KANAK
IDHATA BONTONA BULOE disingkat TK TAMAN KANAK-KANAK IDHATA BONTONA

BULOE;;
Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjal, Nomor : TT/23/DP, Tanggal 15
Mei 2023, Perihal Rekomendasi;

MEMUTUSKAN

Jenetapkan :
esatu ' Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kepada :
Nama lembaga : TAMAN KANAK-KANAK IDHATA BONTONA BULOE

: Dusun Sompong, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah

Alamat Lembaga
J%mnggub ng ¢ HIKMAWATI, S.Pd.AUD

iua : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud
pada DIKTUM KESATU, berfaku 20 April 2023 sampai dengan 20 April 2028;
Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diajukan 3

ga .
(tiga) bulan sebelum berakhimya masa berlaku izin:
. Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesual dengan

npat :
ketentuanperundang-undangan.
Diterbitkan di Kabupaten Sinjai

Pada tanggal : 19 Mei 2023
a.n. BUPATI SINJAI
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